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PERATURAN GUBERNUR GORC}NTALO
NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANIGGARAN 2012

DENGAN MHMAT TUHAN YANG I\4AHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa dafam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (3)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, perlu Standar Satuan Harga Talrun Anggaran 2Al2;

bahwa berdasarkan pertimbangan setngaimana dimaksud pada huruf a,

perlu menetapkan Peraturan Gubemur Gorontalo tentang Standar Satuan

Harga Tahun Anggaran }AQ;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2t]00 tentang Pembentukan Provinsi

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258,

Tambahan Lembaran Negara Republik l:ndonesia Nomor a060);

Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia N,orTlor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20Cn tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesiar Tahun 2A04 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZA04

Nomor 24, Tambahan Lembaran Negarar Republik Indonesia Nomor 4389);
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20A4 Nomor 66, Tanrbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 44AA);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia'fahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaratn Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lemlmran Negara Repubfik Indonesia

Nomor a8a9;

l. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 200'4 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2A04 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

B. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

9. peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Termbahan Lembaran Negara Republik

Indoensia Nomor aA27);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesiil Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia l\lomor 4574);
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12.peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia T,ahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nonror 4575);

l3,peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reprublik Indonesia Tahun 2005 Nomor

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a576);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 21005 tentang Hibah Kepada Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia'Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

15, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2,005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun :1005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lemrbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor a61fl;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun .1006 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun ,2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
'Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a659);

lg.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tanrbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);
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20.peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 200$ tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03

Seri E);

2l.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2AO7 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerya Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah provinsi Gorontalo (Lembaran Daerrah Provinsi Gorontalo Tahun 2007

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Prrlvinsi Gorontalo NOmOr 4);

22. peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2AA7 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah

Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Gorontalo Nomor 5);

23.peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007'tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo

(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo 
-fahun 2007 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nonror 6);

24.peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 20011 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi

Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 01,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gotontalo Nomor 01);

25.peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil

Republik Indonesia Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo

Tahun ZO0g Nomor 05, Tambahan Lernbaran Daerah Provinsi Gorontalo

Nomor 04);

26. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2:009 tentang Pembentukan Badan

penanggulangan Bencana Provinsi Gor,ontalo (Lembaran Daerah Provinsi

Gorontalo Tahun 2009 Nomor 06, Tarnbahan Lembaran Daerah Provinsi

Gorontalo Nomor 05);
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2T.peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009r tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,

perikanan dan Kehutanan Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi

Gorontalo Tahun 2009 Nomor A7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Gorontalo Nomor 06).

MEMUTUSIGN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STAI\IDAR SATUAN HARGA TAHUN

ANGGAMN 2012

Pasal 1

Standar satuan harga adalah satuan biaya setinggi tingginya yang digunakan

sebagai acuan penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Pasal 2

Standar satuan harga tahun anggaran 2AL2 digunakan sebagai pedoman bagi

satuan kerja perangkat daerah selaku penqguna anggaran dalam menyusun

Rencana Kerja Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2072.

Pasal 3

(1) Standar satuan harga sebagaimana dirraKud dalam Pasal 1 dan Pasal 2

terdiri dari standar satuan harga bersifart umum dan standar satuan harga

bersifat khusus.

(2) Standar satuan harga yang bersifat Lrmum (SSHU) merupakan standar

satuan yang penggunaannya bersifat linties satuan kerja perangkat daerah.

(3) Standar satuan harga yang bersifat khusus (SSHK) adalah standar satuan

untuk kegiatan khusus dilaKanakan ol,eh satuan kerja perangkat daerah

tertentu sefta untuk kegiatan teftentu.

Pasal 4

(1) SSHU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sebagaimana

ditetapkan di dalam:
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a. Lampiran I tentang ssHU Beianja Tidak Langsung, lenis Belania

Personal;

b. Lampiran II tentang ssHU Belanja Langsung, lenis Belanja Personal;

c. Lampiran III tentang ssHU Belanja Langsung, lenis Belanja Barangflasa;

d. Lampiran IV tentang $SHU Belanja l-Ero$sun$, lenis Belanja Barang/Jasa

- Perjalanan Dinas;

e. Lampiran V tentang SSHU Belanja Langsung, Jenis Belanja Modal

Tertentu.

(2) SSHK sebagaimana dimaksud dalam Pasial 3 ayat (3) adalah sebagaimana

ditetapkan di dalam Lampiran VI tentang SSHK Belanja Langsung, lenis

Belanja Barangpasa - Perjalanan Dinas teftentu'

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetatpkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Btlrita Daerah Provinsi Gorontalo'

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Septesber 2011
PIt. SEKRETARIS DAEMH PROVINSI GORONTALO

PEMBINA UTAMA MADYA
NlP. 195711041984031001

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALOTAHUN 2011 NOMOR 25

Ditetapkan di Gorontalo
tanggal 19 SePtember 2011
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aansanggar@gmail.com
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